NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -3- 2022
Nomor: 120 - 128/GSB - 2022

Tanggal 12 Juli 2022

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
¢ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. a. Nama : SUPARDI.

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,
Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

. c. Nama : SUWIRPEN SUIB.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di J1.. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang,
selanjutnya disebut sebagai PTHAK PERTAMA.

2. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai
PIHAR KEDUA.



Menyatakan bahwa :

1. PIHAKX PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana
tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.

2. PIHAK PERTAMA secara kelembagaan tidak bertanggungjawab terhadap
permasalahan administrasi dan kerugian keuangan daerah dari Pelaksanaan
Program dan kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan
Perubahan APBD tahun Anggaran 2021 yang pertanggungjawabannya disetujui
bersama oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, untuk mendapatkan pengesahan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota
Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah
. pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH.

A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
1. Pendapatan Daerah Rp. 6.706.053.462.904,89
2. Belanja Daerah Rp. 6.468.906.658.345,37
Surplus/ defisit Rp. 237.146.804.559,52
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp.  261.533.725.034,07
b. Pengeluaran Rp.. 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.  246.533.725.034,07
¢ SisaLebih Pembiayaan * Rp.  483.680.529.593,59
Anggaran (SILPA)

Uraian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

huruf A diatas, sebagai berikut :

(1) Selisih ariggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp.53.738.788.812,89 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Rp. 6.652.314.674.092,00
setelah perubahan

2. Realisasi Rp. 6.706.053.462.904.89

Selisih Rp. $53.738.788.812,89

(2} Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.429.208.039.952,63 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Belanja setelah  Rp. 6.898.114.698.298,00

perubahan
2. Realisasi Rp. 6.468.906.658.345,37
Selisih Rp. 429.208.039.952,63

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp.482.946.828.765,52dengan rincian
sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah Rp. {245.800.024.206,00)

perubahan
2. Realisasi Rp. _237.146.804.559,52
Selisih Rp. 482.946.828.765,52

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp.683.700.828,07 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 260.850.024.206,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. Realisasi Rp.  261.533.725.034,07
Selisih Rp. 683.700.828,07

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 15.050.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi Rp. 15.000.000.000,00

Selisih Rp. 50.000.000,00



(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp.733.700.828,07 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran pembiayaan Rp. 245.800.024.206,00
netto setelah perubahan
2. Realisasi Rp.  246.533.725.034,07
Selisih Rp. 733.700.828,07
C. Neraca per 31 Desember 2021
sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 11.299.270.317.188,80
b.Jumlah Kewajiban Rp. 407.122.182.205,96
c. Jumlah ekuitas Rp. 10.892.148.134.982,90
D. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2021,
sebagai berikut :
a. Saldo awal kas per 1 Januari Rp. 261.533.725.034,07
2021
b. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 903.364.695.452,87
operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. {681.217,8590.893,35)
investasi non kenangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. -
pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. ~
transitoris
f. Saldo akhir per 31 Desember Rp. 483.680.529.593,59
2021
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